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LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (NON-
0JK)
PT BPE PURIDANA ARTAMAS

BAB |
PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility),
independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas
usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Puridana Artamas mengacu pada berbagai
regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar
penerapan corporate governance sebagai berikut:

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Momor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noemor 10 tahun 1228 dan terakhir
dengan Undang-Undang Momor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang
diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank
Perekonomian Rakyat Syariah

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang
diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian
Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

4,  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang
diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga
Jasa Keuangan

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang
diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomaor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang
diundangkan tanggal 29 Movember 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian
Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang
diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Momor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang
diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Neomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang
diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Momor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang
diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Kensumen dan Masyarakat
di Sektor Jasa Keuangan

11. Peraturan Otoritas |asa Keuangan Momor 12 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang
diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya
Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang
diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat
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Peraturan Otoritas lasa Keuangan Momor 3/POJK.03/2022 tangsal 2 Maret 2022 yang
diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan
Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas |asa keuangan Momor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yvang
diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis

Peraturan Ctoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang
diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang

diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otcritas Jasa Keuangan Momor 25/POJK.03/2027 tanggal 14 Desember 2021
yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank
Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Momor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang
diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga
Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Momor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 vang
diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi
Lembaga |]asa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pgjk.03/2017 tanggal 12 Jull 2017 yang
diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank

Peraturan Otcritas Jasa Keuangan Momor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016
yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang 5Standar Penyelenggaraan
Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syarizh

Peraturan Otoritas Jasa kKeuangan Momor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang
diundangkan tanggal 12 Movember 2015 tentang Pengrapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Momor 3/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang
diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas |asa Keuangan Momor &6/SECIK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016
Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas |asa Keuangan Nomor 7/SEQJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016
Tentang Penerapan Fungsi Audit intern Bagl Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Momor 15/SEQJK.03/2017 tanggal & April 2017
Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEQJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019
tentang Penerapan Manzjemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/5EQJK.03/2015 tanggal 13 Movember 2019
tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEQJK.03/2016
tentang Kewsajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Medal Inti Minimum
BEank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/5EQJK.03/2021 tanggal 22 Movember 2021
tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Otoritas |asa Keuangan Nomor 32/SEQJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021
Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/5EQ)K.03/2016
Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

Surat Edaran Otoritas lasa Keuangan Momor 11/5EQJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023
Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas
Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
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Surat Edaran Otoritas |asa Keuangan MWomor 18/5EQJK.03/2023 tanggal 6 Movember 2023
Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam
Kegiatan Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas |asa Keuangan Nomor 12/SEQJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Surat Edaran Otoritas |asa Keuangan Nomor 18/SEQJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024
Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan

Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola,
Manzjemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih
baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnyz pelayanan kepada
pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR PURIDANA ARTAMAS

1

Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Accountability

BEPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggoia
Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi,
misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan
tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan
{conflict of interest)

Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada =seluruh stakeholders untuk memberikan masukan
dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Puridana Artamas telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata
kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Puridana Artamas
menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu
dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek
kegiatan PT. BPR Puridana Artamas
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TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat

» LN GAJAH MADA NGO 55, SIDOARJO

Momor Telepon

1 (0318921387

Penjelasan Urmum

. |Tata Kelola BPR

adalah suatu tata kelola

perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip

keterbukaan

(transparency),

akuntabilitaas

{accountability),

pertangunggjawaban

(responsibility). independensi (independency), dan
kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas
usahanya..

Peringkat Kompaosit Hasil Penilaian
Sendiri {Self Assessment) Tata Kelola

» |Peringkat 2

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil
Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata
kKelola

Manajemen PT BPR Puridana Artamas telah
melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara
umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang memadai atas prinsip tata kelola, Dalam hal
terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata
kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang
signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan
normal oleh manajemen EPR

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

- = =
SRlaat BT

S
= =

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

e e e

1 |[Mama
labatan

Tugas dan Tanggung Jawab

: AFRIYANTI LAILIYAH
: 0200 - Direktur

» TUGAS:1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja

dan target tahunan untuk berikutnya bersama
dengan direktur lain dan staff yang terkait. 2. Setiap
akhir tahun membuat rencana kerja dan target
tahunan untuk tahun berikutnya dengan funding

dan lending. 3.

Memantau

seluruh  kegiatan

operasional perusahaan. 4. Membuat strategi dan
kebijakan untuk mencapal target yang telah
direncanakan serta tetap berpegang dengan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
TANGGUNG JAWAB: 1. Memberikan motivasi kepada
seluruh staff atau karyawan untuk mencapai target
yang telah ditentukan. 2. Memantau dan menjaga
agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman
pada aspek CAMEL atau aspek lainnya. 3.
Memastikan prakizsk perkreditan yang sehat sesual
dengan ketentuan (prudential banking). 4.
Bertanggung Jjawab atas menurunnya kinerja
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perusahaan yang menimbulkan pada kerugian
perusahaan. 5. Mengawasimembinadan menilai
pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan
yang ditetapkan seperti: Menyetujui atau menalak
setiap transaksipengajuan kreditpengambilaan
barang jaminan dan lain-lain; Memeriksa,menyetujui
atau menclak dan menandatangani laporan
keuangan dan lain-lain. 6. Mengusulkan untuk
menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya
bagi =taf atau karyawan kepada komisaris.

1 |MNama r JOKO SUSANTO

labatan : 0100 - Direktur Utama

Tugas dan Tanggzung Jawab  : TUGAS: 1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja
dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait
dengan operasional. 2. Mengelola (Manage) dan
memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan
yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Membuat
strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang
telah ditetapkan s=erta tetap berpegang pada
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
4, Menjalankan semua kebijakan yang telah
ditetapkan. 5. Bertanggung jawab penuh kepada
direktur utama atas operasional dan pelaksanaan
fungsi kepatuhan dan manajemen risiko Bank.
TANGGUNG JAWAB: 1. Memberikan motivasi kepada
seluruh staf atau karyawan untuk mencapai target
yang telah ditentukan. 2. Memantau dan menjaga
agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman
pada aspek CAMEL atau aspek lainnya. 3. Membuat
dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai
dengan ketentuan tanpa melanggar undang-undang
atau peraturan yang berlaku. 4. Mengusulkan untuk
menentukan gaji  dan  tunjangan-tunjangan
lainnyabagl staf atau karyawan kepada direktur
utama diketahui komisaris.

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Direksi secara continue meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 5DM dengan

mengikutsertakan 50M ke pelatihan - pelatihan.

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses coperasional yang memiliki

potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan

memanfaatkan sarana sistem.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risike reputasl yang mungkin

terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi

risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
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1 |Mama . DRS. BAMBANG RAHARDJO
labatan » Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab : TUGAS: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan

terselenggaranya penerpan Tata Kelola (Good
Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha
Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat
kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian
nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan
sesual dengan maksud dan tujuan Bank. 4. Dalam
melaksaznakan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada angka (2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan,
memantau,dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategi Bank., 5. Dalam melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan
Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan
keputusan mengenai kegiatan operasional Bank,
kecuzli terkait dengan: a.Penyediaan dana kepads
pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur
mengenal batas maksimum pemberian kredit Bank;
b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. TANGGUNG JAWAB: 1. Dewan
Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal. 2. Setiap anggota dewan komisaris
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha
Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 3. Dewan komisaris setiap
waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan
sementara wakiu seorang atau lebih anggota direksi
jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar Bank.merugikan Bank
melalaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 4. Dewan
Komisaris wajib mempresentasikan hasil
pengawasan terhadap Bank apabila diminta QJK. 5.
Dewan komisaris wajib memberikan laporan tentang
tugas pengawasan yang telah dilakukan selama
tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 6.
Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawaszan
terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

NG i L TE e e T
i 5 (SaNo ;.;:_: 5 ¥ i oNEELE | o AR U § =

S 8 L MBS s e g T L = e -
1 |Mama : SINDUKARTO
Jabatan r Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab : TUGAS: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan

terselenggaranya penerpan Tata Kelola (Good
Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha
Bank pada seluruh tingkatan atzu jenjang organisasi,
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat
kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian
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nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. 4. Dalam
melzksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada angka {2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan,
memantau.dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategi Bank. 5. Dalam melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan
Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan
keputusan mengenai kegiatan operasional Bank,
kecuzli terkait dengan: a.Penyediaan dana kepada
pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur
mengenal batas maksimum pemberian kredit Bank;
b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. TANGGUNG JAWAB: 1. Dewan
Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal. 2. Setiap angegota dewan komisaris
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya uniuk kepentingan usaha
Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 3. Dewan komisaris setiap
wakiu berhak memutuskan untuk memberhentikan
sementara wakiu seocrang atau lebih anggota direksi
jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar Bank.merugikan Bank,
melzlaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 4. Dewan
Komisaris  wajib mempresentasikan hasil
pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK. 5.
Dewan komisaris wajib memberikan laporan tentang
tugas pengawasan yang telah dilakukan selama
tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 6.
Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya ocperasional.

Agar Direksi menyesuaikan strategi relkrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia
yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pelatihan yang tepat.

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki
potensi risike tinggl akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan
memanfaatkan sarana sistam.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi
perlu mendapat perhatian Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

3. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

‘Mo ProgramKerja dan Realisasi Program Kerja Komite
Komite Audit

Tugas dan Tanggung |awab

Program Kerja
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Realisasi 55

Jumlah Rapat 1=

2 |Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab 35
Program Kerja 4=

Realisasi s

Jlumlah Rapat '=

3 |Komite Remunerasi dan Nominasi
Tugas dan Tanggung |]awab -
Program Kerja b

Realisasi s

Jumlah ﬁapat -

4 |Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung |]awab -
Program Kerja e
Realisasi 7_

Jumlah ﬁapat -

5 |Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab ‘Komite Kredit Memberikan rekomendasi
atas persetujuan atau penclakan Kredit
sesuai dengan batas wewenang atau jenis
Kredit antara lain dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas:,
Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan
perkreditan dan prosedur perkreditan yang
telah ditetapkan;.

Program Kerja b

Realisasi b

Jumlah Rapat -
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b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

Ly

1 | ACCOLURT OFFICER Tidai 'I'rﬂ#__ Tickasi Tictai: Anggole Tictak
ll=njabar M=njaiiar Ab=njeiar Md=njatial

1 | FEPALA KANTOHA KAS Tidai Tidai Tidai Ticlak: Ariggota Tidak
Ielenjebat Menjeiat Mi=njabal Mb=njafat

1 | XaBAG MREDIT Trdpit. Tk Tl_dﬂ Tidak Armggale Tidsk
l=njabal lenjebal Ml=njeiar Ml=njatial

1 | KEFALA KANTOR CABANG Tiglnic Tidak Tidai Ticlak: Anggale Tidak
Mlmnjminet Mlerjaial Bt=njnbat et

1 | DIEEkTUR LITAME Trdpie. Tﬂ-ﬂ_' Tickasi Tidak Kefuz Tidsk
Kl=njrfat Mdenjmbyar Mimnjamar Me=njefar

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA
BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

AFRIYAMNTI LAILYAH
2 | |JOKO SUSANTO = =

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Perseniase | Naoaminal (Rp)
Mo Nama Anggota Dewan Komisaris Meominal (Rpk I"q:-e;:ﬁiian Tahun

DRS. BAMBANG RAHARDIO
2 | SINDUKARTC - -

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR PURIDANA ARTAMAS Halaman 9 dari 14



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (NON-
0JK) .
PT BPRE PURIDANA ARTAMAS

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKS!I DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA
PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Persentasse

)
OV KRESNA
1 | AFRIYANTI LAILIYAH P iniseiv) :
PTANDALAN TATA
MANAJEMEN -
OV ELANG
3 | AFRIYANTI LAILIYAH MAHKOTA =
GEMILANG
CV.KRESNA

s . © YURISDIKA -

5 | JOKO SUSANTO PT.ANDALAM TATA -
CV.ELANG

6 | JORO SUSANTO MAHKOTA -
GEMILANG

Sandi Bank Nama Fernusahaan

Mo MNama Angeaoia EHreksi i i

2 | AFRIYANTI LAILIYAH

CV.KRESMA
YURISDIEA

1 | DRS. BAMBANG RAHARDIO

PTANDALAN TATA
MANAJEMEN

OV ELANG

3 | DRS. BAMBANG RAHARDIO MAHKOTA 5,00%
GEMILANG
OV KRESNA

4 | SINDUKARTO YURISDIKA -

PT.ANDALAN TATA
5 |SINDUKARTO MANAEMEN e
CV.ELANG
6 |SINDUKARTO MAHKOTA 2.50%
GEMILANG

2 | DRS. BAMBANG RAHARDIO

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
E.  PADABPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1 | AFRIYANTI LAILIYAH tidak ada tidak ada tidak ada

2 | |OKO SUSANTO tidak ada tidak ada tidak ada
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2.  Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

i T 3_;_'-'r.l' i HTESOrTS v s Fi T
PFEGE LATEXS oy 2
it

1 |DRS. BAMBANG RAHARDIO tidak ada tidak ada tidak ada
2 | SINDUKARTO tidak ada tidak ada tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

2 et ot Lhreks . D P
irEDia Dieks
o=, 35

T | AFRIYANTI LAILIYAH tidak ada tidak ada tidak ada
2 | JOKO SUSANTO tidak ada tidak ada tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1 | DRS. BAMBANG RAHARD|O tidak ads tidak adz tidak ada

2 | SINDUKARTO tidak ada tidak ada tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1 |Gaji 2 117.000000| 2 120.000.000
2 |Tunjangan 2 320386300 2 10.000.000
3 |Tantiem 2 0| 2 0
4 |Kompensasi berbasis saham 2 o] 2 o
5 |Remunerasi lainnya 2 18283176} 2 1.525 000

Total Renumerasi 455 560.476 131.825.000

s Fasilitas Lain
Perumahan - - - -

Transportasi - N = =
Asuransi Kesehatan - "
Fazilitas lainnya - - 5 =
Total Fasilitas Lain - - - -
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain - - - -

=0 (N S TR T
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H. RASIO GAJlI TERTINGGI DAN GAJjlI TERENDAH
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (3) dan gaji pegawai yang rerendah (o) 214
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi {3} dan gajl anggota Direlksi yang terendah (0) 1.05
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertnggi (a) dan gaji anggota Dewsan Komisaris yang 1,50
terendah {b)

Rasio gafi anggota Direksi yang tertinggi (4} dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) 1,20
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi {3) dan gaji Pegawal yang tertnggi (b) 1,06

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan
strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Trivelan ke 1Y, Semester || Tahun
2023, Pengawasan terhadap pefaksanaan Rencana Bisnis, Penanganan Kredic
Bermasalah, Tindak Lanjut &tas hasil Pemeriksasn OJK padz tanggal 02 s.d 06
Oktober 2023 (exit meeting tgl. 06 Oktober 2023), Penerapan APU PPT &
PPESPM dan Penilaian IRA { Individual Risk Assessment ), Persiapan Penerepan
SAK-EP ( Standart Akuntansi Keuangan Entitas Privat ), 5aran-saran/ Masihat
untuk Direksi.

Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atsu penetapan kebijakan
strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR , Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak
Lanjut atas hasil Permeriksaan OJK pada tanggal 02 s.d 06 Oktober 2023 {exit
meeting tgl. 06 Oktober 2023}, Penerapan APU PPT & PPPSPM dan Penilaian
IRA [ Individual Risk &ssessment ), Persiapan Penerepan SAK-EP | Standart
Akuntansi Keuangsn Entitas Privat ), Saran-saran/ Nasihat untuk Dirsksi.

Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan
strategis, Evaluasi realisasi bisnis BFR , Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak
Lanjut atas hasil Pemeriksasn OJK pada tanggel 02 s.d 06 Oktober 2023 {exit
meeting tgl. 06 Oktober 2023}, Penerapan APU PPT & PPPSPM dan Penilaian
IRA { Individual Risk Assessment ), Persiapan Penerepan SAK-EP ( Standart
Akuntansi Keuangan Entitas Privat ), Nomenkiatur BPR, Merger BPR, 5aran-
saran/ Masihat untuk Direksi.

1 20241-16 2
2 2024417 2
3 2024747 2
4 | 20241023 2

Rencana Bisnis EPR, Isu-isu Strategi= BPE, Evaluasi ateu penetapan kebijakan
strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR . Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak
Lanjut atas hasil Pemeriksaan Ok pada tanggsl 02 s.d 06 Oktober 2023 {exit
meeting tgl. 06 Okrober 2023), Penerapan APU PPT & PFPSPM dan Penilaian
1RA ( Individual Risk Assessment ), Persiapan Penerepan SAK-EP ( Standart
Akuntansi Keusngan Entitas Privat ), Momenkiatur BPR, Merger BPR,
Pengkinian Pedoman dan tata tertib kKerja yang mengikat Dewan Komisaris dan
Direksi,Saran-saran/ Nasihat untulk Direjsi.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1 | DRES. BAMBANG RAHARDID

2 | SINDUKARTO
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K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)
Jiomidah kasus yane ditakubkean oleh

EWEmal  nepota Direksi | V'DROw DEwan Pegawal Tetap  Pegawai Tidak Tetap

W2 24 03 2 mpA | o3| x4 2005 20
Totai Fraug L= = =2 = il =i = L =
| o | [ s | = |

Teiah Diselesaikan

Dalam proses penyelesaian

Belum diupayakan
penyelesaiannya

Tetah ditindaklanjuti melalui
proses hukum

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hulkoam

Telah selesai (telah mernpunyai kekuatan hukum yang tetap) = -
Dalam proses penyelesaian = i

Total N -

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

1 | SIMDURARTO WMARKOTA | JOKO SUSANTD UTMM"HE HE JA5A FELATIHAN 131 | ketanluan
GEMILANEG inCarmal
(EME)
DEREKTUR
LITAMA FT. PEMIELIHAREAN ;
ANDALAN DEREKTUR | FERAMGKAT sy

I |oHAYD ] JOKD SHSANTD IRy R E ¥.r] r;tltlenm.un
MANAJEMEN BANKING il
(ATRR
DCEREKTLIR
. DWEKTUR ool

3| WV DALBAARTA ERLARBANG AMUGRAH | JOKO SUSANTD LITAAA PRODUK 7 | ketantian
GRAMT ASAD ASURANT] inCarmal
(AEA)
DEREKTUR WTLIR i Emzual

£ | EUNTJONO CVREENA | JOKD SUSANTD 31"“" me&n 20 [ hemtmriizian
YLIRIDHSHA bttt inCarmal
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0. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Puridana Artamas ini selain untuk keperluan
mematuhi ketentuan Otoritas Jass Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk
kepentingan stakeholders guna mengetzhui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BoR
Puridana Artamas. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara
Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen
yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan vang ditunjang oieh suatu sistem,
proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapal kinerja yang maksimal. Demikian kami
sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Puridana Artamas inl agar menjadi
gambaran yang |elas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di BT, BPR Puridana Artamas, Terima
Kasih

SIDOARJQ, 31 Januari 2025
Persetujuan Fengurus PT BPR Puridana Artamas

P, ‘
-

ORS. BAMBANG RAHARD.O
ISARIS
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